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fi: Paeal 1. , 
Ment1abut; berlakunja. Keputusan Presiden Retttlblik Indoilee:La' 
Pang ima Besar Komando Tertingg1 Operasi Ek<1nom1 No.18/KOTOE 
tahun 1965 tanggal 13 Maret 1965 tenta.ng S11111ba.ngan Lalu · 
Lintas Kredi t. . · 

MEMUTUSKAN, 

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTA:l'IG PENTJA.BUTAN 
BERLAKUN,TA KEPUTUSA.N PllESIDEN REPlraLIK INDO;~SIA PANGLIMl 
BESAR KOMANDO TER.TINGGI OPERAS! EKONOMI NO, 18/KOTOE 
T.A.HUN 1965 TRNTANG SUMBANGAN LALU LINT.AS Iall~DI'I'. · .. · .:: 

Menetapkan 

\ Me:ngingat • 1 . pasal 4 ajat l Jo. pasal 23 ajat 2 Undatig-undang Dasur • • 1945 • ' 

1 2. Ketetapan H.P.R.S. NO.XXIII/},!PRS/1966; 
3. Ketetapan M.P.R.s. NO.XXXIII/MPRS/1967; 
4. Keputusan Presiden ReiUblik Indonesia No, 171/1967; ., 

~ 
5. Instruksi PresidiUIII Kabinet Am.Pera No.10/EK/IN/2/1967; tangg.al 6 Pebruari 1967; 

: a. babwa dalam us aha meningkatkan kegiatai:;1 perekonomiau 
jang Ulenjangkut pula masalah perkredita.n dewasa ini ,· 
perl u meniadakan pembebanan-pembebanan ata·s kredi t 
agar dapat lebih memanfaatkan dan menge:tekti!kan mas:alab 
perkredi tan dalam rangka stabil isaai dan rehabili tai,i 
ekonomi sesuai dengan rentjana kerdja Pemerlntah tahun 
1967 ; 

h . bahw.a sesuai dengan kebidja.ksaJiaan Pemerintab UD.tuk: 
meni·ngkatkan prodUksi dan mengusahakan stabilisasi 
ekonoma dia.nggap p er-Lu melantjarkan proses perkredl tan; 

c , b ahwu p ungut an sumbangan dari orang atau bad.an jang 
meinp,~reoleh kred~t dari pemerintah a.tau bada:n-badan pem­ 
beri kredit ad.alah merupakan pembebanan atas kredit 
jang dapat merupakan penghambatan da.18.111 arus/kelantjaran 
perkreditan ; 

d, bahwa mengingat akan epa jang tersebut •iiatas demi.Id.an 
pula s epazidj ang mengenai pemungutan-pemim.gutan dal&111 
usaae, memurn1kan pela.ksa.naan Undang-UJ1.daug D11aar 1945, 
perl u menindjau kembali Keputusan Presi•len a. I ,/Panglima 
Besar Kowando Tertinggi Operasi Ekonom1 No. 18(KOTOB 
tabutL 1965 tentallg Sumbangan .Lalu Lintau .Kredit ja.ng : 
pad.a dasarnja tidak sesuai dengan jang <11 tent~an dalam 
Unda.IJ:€;-und.ang Dasar 1945 , 

KAMI, F·D. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO. JJJ TAHUN 1967, 

PRESIOEN 
REPUBLIK INDONESIA 

• 

Me.p.imbang 

-: 

! .. · 



.· 
s: 

! , • 

S O E B A R T O 
DJENDERAL T.N.I. 

··- 

Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal ~ ~- .. ,..k.. /f~ · 
PD. PRES IDEN "BLIK INDONESIA, 

(~,/~ 

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini wuJ.ai berlaku 
pada hari ditetapkan dan mempu.njai daja surut sawpa1 tanggal 
6 Pebruari 1967. 

Pasal 2. 
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d j e l a s , 
Pasal 1. 
T j u k u p 

Pasal 2. 
Ber4ftearkan Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/IN/2/1967j maka p~­ 
laksanaan pemungutan telah dilientikan eedjak 6 Pebruari 1907 dan 
karenanja Keputusan pentjabutan ini perlu didaja-suru1;kan sampai 
dengan tanggal 6 Pebruari 1967. 

PASAL DEMI PASAL. B. 

l(eputusan Presider1 ini dengan demikian merupakan suaxu tormali tas 
b el aka kare.na setjara materiel sumbangan lalu lintas kredit tersebut 
t!dak lagi dilakukall sedjak 6 pobrP.ari 1967. . 
rnstruksi Presidit1n1 Kabinet NO. 10/EK/IN/2/1967 itu uebenarnja meittpu­ 
njai puli\1 later belakang konstitusionil disamping latar belakang 
ekonomis, karena ketjuali a.imaksudkan untuk memperlatitjar proses . 
perkreditan djuga menjesuaikan dang an sjarat2 sepert:t. jang dinjatiL­ 
kan dal8.J!J pasal 23 ajat 2 Undang-u.ndang Dasar 191f5, ltalam pasal mana ( 

tetapkan bahwa pelaksanaan pungutan2 haruslah dilakukan J:.erc:tasarkan 
Undang-undang. 
Dil1hat dart eegi budget Negara maka pentjabutan berlakuaja ketentuan 
tentaug Sumbangan Lalu Lintas I(redit tidaklah berarti karena IJasil 
pungutan termaksud hanja merupaka.n bagian jang tidal!: kompos1s1 sue.­ 
oer-sumber penerimaan Negara. 

UMUM 

Berkenan d engan Instruks1 Pres1di um Kabinet .Amp era N0.10/EK/IN/2/ 
1967 ta11&gal 6 Pebruar1 1967 mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan 
per.kredi tan Jang an t az-a lain mengandung 1nstru.ksi penghapuean pembe­ 
banan2 atas Kredit, seperti sumbangan Lalu tintaa Kredit sebagaimana 
tersebut dalam Surat Keputusan Presiden kepublik Indonesia/panglima 
Besar Ko1oa11do Tertinggt Operasi Ekonomi No .18/KOTOE tanggal 13 Maret 
1965, maka pemungutan sumbangau tersebut sedJak 6 Pebruari 1967 se­ 
tjara >Iaterio-1 ti<lak lagi dilakukan. Sekalipu.n telah dikeluarkan 
Instruksi Presidium Kabinet Alllpera termakaud diatas, namun s11tjara 
.formil maaih dipe.rlukan adanJa Keputusan pentjabutan o+eh Preside:n. 

.A.. 

PENDJELASAN 

AT AS 

KEPUTUSAlil P8ESIDE!! :lEPUBLIK INDONESIA 
N'O. ..f J ~. TAlitJN I 967 , 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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